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ABSTRAK

Pergeseran persepsi terhadap larangan perkawinan semarga pada
Masyarakat Batak Mandailing yang menetap di Yogyakarta menunjukkan adanya
perubahan sosial kebudayaan adat dalam memahami aturan tersebut. Mayarakat
Batak Mandailing melarang menikah dengan orang yang bermarga sama karena
semarga artinya adalah sedarah dan dapat merusak silsilah keluarga. Namun,
sebagian masyarakat memahami bahwa perkawinan semarga telah menjadi hal
yang biasa dalam kehidupan bermasyarakat, hal ini menunjukkan apakah larangan
ini sudah mengalami perubahan hukum dalam masyarakat adat Batak Mandailing
seiring dengan perkembangannya.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis
penelitian lapangan (Field Research), sifat penelitian ini ialah deskriptif analitik
dengan pendekatan empiris-sosiologis. Peneliti meggunakan teori perubahan sosial
oleh Emil Durkheim dan teori 'Urf dengan kaidah al-adatul muhakkamah. Teori ini
dapat menyasar bagaimanakah proses terjadinya pergeseran persepsi masyarakat
terhadap larangan perkawinan semarga dalam masyarakat Batak Mandailing di
Yogyakarta dan seperti apa tinjauannya dalam perspektif hukum adat maupun
hukum Islam. Untuk menjawab permasalahan ini, penyusun menggunakan metode
wawancara secara mendalam dan didukung oleh bahan-bahan kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan persepsi masyarakat adat Batak Mandailing
di Yogykarta terhadap aturan larangan perkawinan semarga mengalami proses
perubahan sosial yang awalnya memiliki sanksi ketat bagi yang melanggarnya, saat
ini sanksi yang diterima bergeser menjadi lebih longgar. Faktor penyebab terjadinya
pergeseran tersebut disebabkan oleh faktor cinta, agama, ekonomi, pendidikan dan
budaya. Seiring berkembangnya zaman dan ilmu pengetahuan agama, masyarakat
beranggapan aturan tersebut tidak lagi relevan untuk dijalankan. Masyarakat adat
Batak Mandailing yang mayoritasnya adalah Muslim lebih mendahulukan hukum
agamanya dari pada hukum adat. Larangan perkawinan semarga jika ditinjau dalam
Hukum Islam termasuk kepada 'Urf Shahih karena tidak bertentangan dengan
syari’at dan dapat menjadi otoritas hukum berdasarkan kaidah al-adatul
muhakkamah. Secara filosofi antara hukum adat dan Hukum Islam memiliki aturan
yang sama yaitu tidak boleh menikah dengan saudara sedarah, namun konsep
sedarah antara keduanya berbeda, dalam Islam semarga belum tentu sedarah
sehingga tidak memenuhi syarat sebagai mahram (orang yang dilarang untuk
menikahinya). Sedangkan dalam konsep adat Batak Mandailing, semarga
(kahanggi) adalah "saudara sedarah" yang tidak boleh untuk menikah.

Kata Kunci : pergeseran persepsi, larangan perkawinan semarga, adat Batak
Mandailing, hukum Islam



ABSTRACT

The shift in perception towards the prohibition of same-sex marriage among
the Mandailing Batak people who live in Yogyakarta indicates a change in
customary social culture in understanding this rule. The Mandailing Batak people
forbid marrying people with the same surname because clan means blood and can
damage the family tree. However, some people understand that same-sex marriage
has become commonplace in social life, this shows whether this prohibition has
undergone legal changes in the Mandailing Batak indigenous people along with its
development.

This study used a qualitative research method with a type of field research
(Field Research), the nature of this research is descriptive analytic with an
empirical-sociological approach. Researchers use the theory of social change by
Emil Durkheim and the theory of 'Urf with the rules of al-adatul muhakkamah. This
theory can target how the process of shifting people's perceptions of the prohibition
of same-sex marriage in the Mandailing Batak community in Yogyakarta is like and
what the review is like from the perspective of customary law and Islamic law. To
answer this problem, the author uses in-depth interviews and is supported by library
materials.

The results of the study show that the perception of the Mandailing Batak
indigenous people in Yogykarta regarding the prohibition on same-sex marriages
has undergone a process of social change which initially had strict sanctions for
those who violated it, now the sanctions received have shifted to become more
lenient. Factors causing the shift are caused by factors of love, religion, economy,
education and culture. Along with the development of the times and religious
knowledge, people think that these rules are no longer relevant to run. The
Mandailing Batak indigenous people, whose majority are Muslims, prioritize their
religious law over customary law. The prohibition of same-sex marriage when
viewed in Islamic law includes 'Urf Sahih because it does not conflict with the
Shari'a and can become a legal authority based on the rules of al-adatul
muhakkamah. Philosophically, customary law and Islamic law have the same rule,
that is, you cannot marry a blood relative, but the concept of blood relations between
the two is different. Whereas in the traditional concept of the Mandailing Batak,
clans (kahanggi) are "blood relatives" who are not allowed to marry.

Keywords : perception shift, prohibition of same-sex marriage, Mandailing Batak
custom, Islamic law
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MOTTO

"Allah memberi kesenangan dan kesedihan itu satu paket.
Tinggal bagaimana kita ikhlas menerima dan menjalani
setiap yang datang dengan rasa syukur.”
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SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa kedalam tulisan
bahasa lain. Dalam tesis ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan
Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam tesis ini
menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama
Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya
adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
tidak
| Alif tidak dilambangkan
dilambangkan
< ba’ B Be
< ta’ T Te
& sa’ $ es (dengan titik di atas)
d Jim J Je
ha (dengan titik di
C ha’ h
bawah)
d kha’ Kh ka dan ha
3 Dal D De
3 Zal V4 ze (dengan titik di atas)
J ra’ R Er
J Zai Z Zet
o Sin S Es
o Syin Sy es dan ye
es (dengan titik di
] Sad S
bawah)
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S Dad " de (dengan titik di
bawah)
b ta’ t te (dengan titik di bawah)
’ zet (dengan titik
za z
dibawah)
g ‘ain ¢ koma terbalik di atas
& Gain G Ge
o Fa F Ef
d Qaf Q Qi
& Kaf K Ka
J Lam L ‘el
p Mim M ‘em
o Nun N ‘en
3 Waw W Y
5 ha’ H Ha
s Hamzah i Apostrof
¢ Ya Y Ye
B. Konsonan Rangkap karena Syaddah
badaia Ditulis muta’addidah
s Ditulis ‘iddah
C. Ta Marbutah di akhir kata
1. Bila dimatikan ditulis h
L Ditulis Hikmah
e Ditulis ‘illah




(ketentuan ini tidak diperlakukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap
dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila
dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka

ditulis dengan h.

RN TR Ditulis karamah al-Auliya’

3. Bila ta marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan damah
ditulis t atau h.

hadl] 3183 Ditulis zakatul fitri

D. Vokal Pendek

A
T Fathah Ditulis
Jas fa’ala
I
. Kasrah Ditulis )
Jas Zukira
U
L Dammah Ditulis
Jad Yazhabu
E. Vokal Panjang
fathah + alif ditulis A
FANE ditulis jahiliyyah
fathah + ya’ mati ditulis a
(o ditulis yas'd
kasrah + ya’ mati ditulis 1
a8 ditulis karim
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dammah + wawu mati ditulis ol

Oasd ditulis furad

F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati ditulis Ai
P ditulis bainakum
fathah + wawu mati ditulis au
3 ditulis qaul

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

asil) ditulis a'antum

A% G ditulis la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam
Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf J), namun dalam
transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh
huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.
1. Bila diikuti huruf Qamariyah
Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai

dengan bunyinya

Ol all Ditulis al-Qur'an
sl Ditulis al-Qiyas

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyah

yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf 1 (el)-nya.

gladd) Ditulis as-sama

Gl Ditulis asy-syams
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I.  Penyusunan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penyusunannya.

G238 (553 Ditulis zawi al-Furid
FERIRTY Ditulis ahl as-Sunnah

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi
ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku
dalam EYD, diantaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal
nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang,
maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf
awal kata sandangnya.

Contoh:

Gisall a8 033 o3l Glimay 5% Syahru Ramadan al-lazi unzila fih al-Qur’an

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus
Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.

b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh
penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Figh Mawaris, Figh Jinayah dan
sebagainya.

c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang
menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan
sebagainya.

d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan,

Hidayah, Taufiq, Al-Ma’arif dan sebagainya.
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KATA PENGANTAR

SCIRES PO
S 401 0343 (o clilat ] i oy Uil )55 Cia dlily 3505 6 R30S 5 i 5 50025 41 228 )
Ak shie 1aaak Gl Aglly Al L,y S35 80 W) Al Y G Al A eals S8 Al ay A Juat
Cisadl adia 54l e g
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan dalam hukum adat tidak hanya mengacu pada pembentukan
hubungan antara suami dan istri dengan maksud mendapatkan keturunan dan
menghidupi keluarga saja, tetapi juga berarti suatu hubungan hukum yang
melibatkan dan menyatukan para anggota kerabat baik dari pihak istri maupun
pihak suami. Terjadinya perkawinan bertujuan untuk menjalin tali persaudaraan
yang harmonis dan damai.!

Terjadinya suatu perkawinan adat maka telah menjadi urusan kerabat, urusan
keluarga, urusan masyarakat, dan urusan pribadi satu sama lain dalam hubungannya
yang sangat berbeda-beda. Jadi perkawinan menurut hukum adat merupakan
tanggung jawab bersama dari masyarakat hukum adat.’

Segala sesuatu dalam Perkawinan adat diatur sesuai dengan adatnya masing-
masing. Adapun salah satu aturan dalam adat Batak Mandailing yaitu mengenai
peraturan yang melarang perkawinan dalam semarga karena dianggap pantang atau
melanggar kaidah adat Batak. Perkawinan semarga dianggap sebagai perkawinan
sedarah yaitu sedarah dari keturunan pihak ayah (patrilinial), dalam hal ini

perkawinan tersebut tidak sah dan tidak diadatkan. Perkawinan semarga adalah

! Hilman Hadi Kusuma, Hukum Perkawinan Adat, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti,
1990), him. 70.

2 Asmaniar, "Perkawinan Adat Minangkabau, Jurnal Binamulia Hukum," Vol. 7:2 (2018),
hlm. 134.



perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang bermarga sama (Rangkuti dengan
Rangkuti, Nasution dengan Nasution, Siregar dengan Siregar, Lubis dengan Lubis
ataupun marga lain dengan marga yang sama dengannya).’?

Suku Mandailing menganut sistem patrilineal, yaitu mengikuti keturunan
sebelum bapak atau orang tua laki-laki, jadi hanya anak laki-lakinya saja yang
meneruskan marga bapaknya dan bukan marga dari pihak ibunya, maka nama-nama
marga atau clan nama-nama suku Mandailing, baik anak laki-laki maupun
perempuan tetap menggunakan marga bapaknya (orang tua laki-laki) dan bagi anak
perempuan juga tidak menggunakan marga suaminya setelah menikah.*

Orang Mandailing sebagai penganut garis keturunan patrilineal menempatkan
anak laki-laki mereka sebagai tumpuan (dalian) yang diharapkan melanjutkan
keturunan mereka di masa depan. Orang Mandailing menganut adat eksogami
marga artinya seorang laki-laki Mandailing tidak boleh dengan perempuan dari
marganya sendiri.’

Masyarakat Batak pada umumnya dan khususnya suku Batak Mandailing
terkenal dengan jiwa yang suka merantau ke kota lain atau daerah lain, baik dalam
rangka melanjutkan pendidikan maupun pekerjaan. Salah satunya adalah di wilayah
Yogyakarta. Aspek sosiokultural Yogyakarta berada dalam naungan wilayah

kerajaan yang berbasis kebudayaan Jawa. Oleh karena itu, kebudayaan Jawa sangat

3 J.C. Vergouen, Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba, (Yogyakarta Lkis, 1996), hlm.
19.

4 H. Pandapotan Nasution, SH, Adat Budaya Mandailing Dalam Tantangan Zaman,
Penerbit Forkala Prov. Sumatera Utara, 2015, hlm. 7.

5 Ibid.



menonjol dalam bentuk interaksi sosial maupun kelompok. Yogyakarta sendiri
disebut kota pelajar, Ini terlihat dari 70% penduduknya adalah pelajar serta
banyaknya perguruan tinggi secara keseluruhan di Yogyakarta. Masyarakat Batak
Mandailing menjadikan Yogyakarta sebagai tempat perantauan untuk mengadu
nasib. Kemajemukan budaya yang ada membuat kota Yogyakarta dijuluki sebagai
kota budaya, hal tersebut memberikan daya tarik tersendiri untuk menarik perhatian
masyarakat nusantara untuk bermigrasi ke Yogyakarta. Dari beberapa migran yang
ada di Yogyakarta, masih terdapat masyarakat migran yang membawa budaya asal
daerahnya masing-masing.®

Masyarakat migran yang berasal dari Batak Mandailing, mereka masih tetap
membawa dan melestarikan salah satu budaya yang sudah turun-temurun dilarang
oleh hukum adat dan tetap dipertahankan di tanah perantauan, yaitu perkawinan
semarga. Masyarakat Batak biasanya senang merantau keluar dari daerahnya, hal
ini dilakukan untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Namun demikian, mereka
tidak pernah memutuskan ikatan kekeluargaan atau hubungan kekerabatan dengan
keluarganya di kampung halaman. Hubungan ini tetap dijalin dan dipertahankan
bahkan selalu diajarkan kepada anak cucunya. Banyak masyarakat Batak
Mandailing kemudian bermigrasi. Migrasi merupakan perpindahan seseorang
melewati batas provinsi menuju ke provinsi lain dalam jangka waktu 6 (enam)

bulan atau lebih. Namun, seseorang juga dikategorikan sebagai migran walaupun

® Muslim Pohan, “Perkawinan Semarga Masyarakat Migran Batak Mandailing di
Yogyakarta,” Jurnal Al-Ahwal, Vol. 10:2, 2017, hlm. 137.



perpindahannya kurang dari 6 bulan apabila secara resmi telah pindah atau
sebelumnya telah menetap di daerah tujuan.’

Menurut Everett S. Lee ada beberapa faktor yang mempengaruhi terhadap
keputusan seseorang untuk bermigrasi, yaitu: faktor-faktor yang terdapat di daerah
asal, faktor yang terdapat di daerah tujuan, faktor rintangan, dan faktor-faktor
pribadi. Sementara itu, Michael Todaro mengatakan motif utama migrasi adalah
ekonomi. Ada harapan bagi penduduk pergi ke kota, yaitu: ingin mendapatkan
pendapatan yang lebih tinggi dari desa. Hal ini mencerminkan adanya
ketidakseimbangan antara ekonomi di desa dan di kota. Hal ini dibuktikan oleh
Cousens dalam penelitiannya di Irlandia yang mengatakan bahwa para migran pada
umumnya berasal dari daerah miskin dalam arti bahwa mereka kekurangan tanah
pertanian dan sumber daya lainnya sehingga menyebabkan pendapatan mereka
rendah.®

Masyarakat Batak Mandailing yang ada di Yogyakarta berasimilasi dengan
masyarakat setempat. Mereka dikenal memiliki karakter pekerja keras dan pada
umumnya menggeluti pekerjaan di hampir semua sektor kehidupan di antaranya
ada yang menjabat sebagai anggota TNI, Polisi, Hakim, Wiraswasta, Dosen, Guru,
dan lain sebagainya. Orang Batak walaupun di perantauan mempunyai ikatan
kekeluargaan yang kental. Guna menjaga kontak sosial sesama orang Batak,

mereka membentuk perkumpulan yang berfungsi sebagai wadah untuk

7 Ibid.
8 Ibid., hlm. 138.



mempersatukan orang-orang Batak yang ada di Yogyakarta dan juga untuk
menjalin komunikasi dan kekeluargaan antar sesama orang Batak di perantauan.
Orang Mandailing di Yogyakarta terdapat lima kabupaten yakni, Kabupaten
Tapanuli Selatan, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Mandailing Natal, dan Kota
Padangsidempuan.

Kemajemukan budaya di Yogyakarta tidak membuat masyarakat Batak
Mandailing asing dengan budaya yang ada. Mereka mampu untuk berbaur serta
berinteraksi sosial secara baik dengan masyarakat Yogyakarta tanpa memandang
status sosial dan profesi di antara mereka. Sejalan dengan itu, sosiolog Newell
Leroy Sims (1962), menyatakan bahwa “social equilibrium is A state of socio-
cultural integration in which all parts are functioning harmoniusly” (keadaan
sosio-kultural yang terintegrasi pada komponen masyarakat berfungsi secara
harmonis).14 Pada umumnya tujuan orang pindah dari daerah asal ke tempat
perantaun tidak hanya motif keagamaan tetapi juga, karena daya tarik suatu kota
yang dapat memberikan hidup yang lebih baik.’

Publikasi ilmiah yang bertemakan hukum adat tentunya sudah sangat banyak.
Hal itu dapat kita jumpai dalam berbagai bentuk publikasi, baik publikasi melalui
karya ilmiah seperti jurnal, tesis, disertasi maupun publikasi yang lainnya, seperti

dalam jurnal-jurnal yang fokus pada hukum adat.

® Muslim Pohan, “Perkawinan Semarga dalam Masyarakat Batak Mandailing Migran di
Daerah Istimewa Yogyakarta,” hlm.138.



Berangkat dari latar belakang permasalahan tentang adanya perubahan norma
dari aturan larangan perkawinan semarga tersebut yang telah ada sejak zaman
dahulu dan kemudian seiring berkembangnya zaman ternyata telah terjadi
pergeseran pandangan pada masyarakat batak mandailing yang bermigrasi ke
Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menanggapi aturan larangan perkawinan
semarga, maka dalam hal ini penyusun akan fokus membahas “Pergeseran Norma

Larangan Perkawinan semarga Dalam Adat Batak Mandailing di Yogyakarta”

B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana proses terjadinya pergeseran persepsi masyarakat terhadap
larangan perkawinan semarga dalam masyarakat Batak Mandailing di
Yogyakarta ?
2. Bagaimana tinjauan hukum adat dan hukum Islam terhadap pergeseran
norma larangan perkawinan semarga di Yogyakarta ?
C. Tujuan dan Kegunaan
1. Tujuan Penelitian
a. Untuk menjelaskan mengenai proses terjadinya pergeseran persepsi
serta faktor apa saja yang menyebabkan pergeseran persepsi larangan
perkawinan semarga dalam masyarakat Batak Mandailing di
Yogyakarta.
b. Untuk mengetahui bagaimana masyarakat Batak Mandailing di

Yogyakarta dalam menerapkan aturan larangan perkawinan semarga



tersebut dan bagaimana tinjauan hukum adat dan hukum Islam terhadap
pergeseran norma larangan perkawinan semarga di Yogyakarta
2. Manfaat Penelitian

a. Secara teoritis, hasil penelitian diharapkan bermanfaat dan memberikan
sumbangan pemikiran bagi para pembaca dan tentunya khazanah ilmu
pengetahuan mengenai hukum perkawinan semarga dalam adat Batak
Mandailing dan perspektif Hukum Islam bagi masyarakat migran
khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta.

b. Secara praktis, memberikan informasi ilmu pengetahuan kepada publik
tentang kehidupan adat Batak khususnya Mandailing. Selain itu,
penelitian ini dapat memperkaya pengembangan keilmuan pengetahuan
dan ilmu-ilmu lainnya yang berkaitan dengan jurusan Hukum Keluarga

Islam.

D. Telaah Pustaka
Publikasi ilmiah yang bertemakan hukum adat tentunya sudah sangat
banyak. Hal itu dapat kita jumpai dalam berbagai bentuk publikasi, baik
publikasi melalui karya ilmiah seperti artikel jurnal, tesis, disertasi maupun
publikasi yang lainnya, seperti dalam jurnal-jurnal yang fokus pada hukum
adat.
Menurut hasil penelusuran penulis terhadap penelitian-penelitian terdahulu,

penelitian yang sama dengan yang akan penulis lakukan tidak ditemukan. Oleh



karena itu, guna memperdalam ilmu pengetahuan mengenai Pergeseran
Persepsi Masyarakat Adat Batak Mandailing di Yogyakarta, penulis
menyertakan beberapa penelitian yang dilakukan oleh peneliti lain agar dapat
memahami hasil temuan sebelumnya. Hal ini dapat memudahkan penulis untuk
melakukan penelitian selanjutnya.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa Perkawinan semarga yang
dilaksanakan pada objek penelitiannya akan menggeser hukum adat
perkawinan menuju penyesuaian hukum adat perkawinan baru yang lebih
fleksibel sesuai dengan nilai yang mereka anut dalam arena sosial mereka.!”

Interaksi dan adaptasi hukum akan mewarnai kehidupan mereka di
kemudian hari. Pengaruh luar atau budaya kota serta kemajuan berfikir akan
ikut mewarnai budaya baru tersebut, apalagi jika dihubungkan dengan
perkembangan arus informasi dan komunikasi, baik dalam skala nasional
maupun internasional.

Penelitian sebelumnya juga menjelaskan bahwa pro dan kontra sudah terjadi
sejak awal adanya Perkawinan semarga yaitu dimulai pada era sesudah tahun
80-an pada Masyarakat Tiong Hua Ciu di Kecamatan Pontianak Selatan Kota
Pontianak, hal ini memicu timbulnya pro-kontra perkawinan semarga. Satu sisi
ada sekelompok masyarakat yang terdiri dari tokoh pemangku adat, orang-

orang yang dituakan serta sebagian masyarakat umum yang merupakan “Tiong

10 Effiati Juliana Hasibuan dan Hottob Harahap, “Pluralisme Hukum pada Kasus
Perkawinan Semarga pada Etnis Padang Lawas di Kabupaten Tapanuli Selatan,” Jurnal Harmoni
Sosial, Vol . 1:1 (2017), hlm. 127-131.



Hua Totok” yang masih mempertahankan tradisi larangan perkawinan semarga
dengan beberapa faktor penyebab yaitu : faktor eksternal berupa perkembangan
zaman, tingkat pendidikan, sesuai keyakinan agamanya, dan faktor internal
berupa faktor ekonomis dan faktor cinta.!!

Penelitian tersebut berangkat dari pokok masalah bahwa perkawinan
semarga dianggap sebagai perkawinan sedarah, dan perkawinan itu tidak sah
dan tidak diadatkan. Hal tersebut mendapatkan respon dari hukum Islam
bahwasannya yang tidak diperbolehkan untuk menikah dalam Islam adalah
saudara kandung bukan semarga.

Penelitian sebelumnya juga menjelaskan mengenai larangan
perkawinan semarga dalam adat Minangkabau, bahwa pernikahan sesuku itu
sangat dilarang, karena dapat memecah keturunan mereka, tetapi adat yang
dimaksud disini jika mereka berada di suku yang sama dengan Datuk (Kepala
Suku) yang sama. Dalam sistem matrilineal, biasanya jika ada yang menikah
sesuku maka para Mamak (Paman) dan datuk akan menasehati untuk
membatalkan pernikahan tersebut. Selain itu, pernikahan sesuku sangat erat
dengan aturan-aturan yang lainya, seperti halnya akan terjadi masalah dalam
pembagian harta pusaka tinggi (harta turun temurun dari nenek moyang) jika
ada yang menikah sesuku, dan adat minangkabau ini mencoba untuk mencari

kemaslahatan umum, karena jika seseorang menikah dengan orang yang masih

' Heryanto, “Perkawinan Semarga dalam sistem kekerabatan Patrilineal Masyarakat Tiong
Hua Ciu di Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak,” Tesis Program Pascasarjana
Universitas Diponegoro Semarang (2002), hlm. 133.
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dekat tali darahnya akan menjadi pergunjingan banyak warga di sekitarnya,
karena ini merupakan suatu aib besar bagi keluarga. Jika melanggar peraturan
ini maka konsekuensinya harus diusir dari kampungnya dan keluar dari suku
itu serta tidak diikutkan dalam kegiatan adat. Pernikahan ini disebut sebagai
sistem pernikahan eksogami (seseorang harus menikah dengan orang yang
berada diluar sukunya) .12

Adapun perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang
dilakukannya adalah dari segi adatnya, adat yang berlaku pada Masyarakat
Mandailing tidak sama dengan adat yang diterapkan pada masyarakat Minang
itu dapat dilihat dari berbagai aspek, dengan perbedaan kedua adat tersebut
secara otomatis kaitannya dengan hukum Islam pun akan berbeda.

Berdasarkan hukum Islam mengenai larangan perkawinan semarga
tidak sejalan karena menurut al-Qur’an dan Hadis bahwa saudara semarga
tidak termasuk golongan orang-orang yang dilarang untuk dinikahi. Maka
dapat dikatakan perkawinan sesama marga diperbolehkan (mubah). tidak
adanya larangan perkawinan semarga yang akan mengakibatkan kehancuran
dalam kehidupan masyarakat. Hal ini tidak terlepas dari tujuan hukum syariah,

yaitu kemaslahatan atau kesejahteraan manusia dalam jangka pendek atau

12 Femilya Herviani, “Larangan Menikah Sesuku Dalam Adat Minangkabau Prespektif
Saddu Al-Dzari‘Ah (Studi Di Nagari Lareh Nan Panjang Kota Padang Panjang),” Tesis Program
Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim, 2019, hlm. 2-3.
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jangka panjang. Dalam Islam boleh menikah jika mengarah kepada kebaikan
dan perbaikan.'?

Penelitian sebelumnya juga menganalisis nilai budaya dalam larangan
perkawinan semarga pada adat Batak Mandailing di Kabupaten Asahan yang
menjelaskan bahwa nilai budaya yang terkandung dari aturan larangan
perkawinan semarga adalah demi menjaga hubungan persaudaraan yang baik
yaitu hubungan dengan keluarga besar, hubungan kekeluargaan dan hubungan
antar perkumpulan marga serta menghindari terjadinya perpecahan kelompok
marga yang ada.'*

Masyarakat Batak pada dasarnya selalu memegang teguh silsilahnya
yang merupakan kunci dari sebuah kekerabatan. Orang batak dapat mengetahui
silsilah atau posisnya ketika bertemu sesama suku Batak, maka yang pertama
kali yang ditanyakan adalah marganya karena dari margalah mereka
mengetahui tutur yang tepat untuk digunakan.!

Sanksi akan diterima oleh masyarakt adat yang melanggar aturan yang
telah ditetapkan oleh adat. Sebagai contohnya adalah penelitian yang berjudul
Sanksi Adat Perkawinan Semarga Masyarakat Batak Angkola di Kecamatan

Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan. Penelitian ini menjelaskan

13 Tka Saprianti Butar-Butar, "Analisis Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Pernikahan
Semarga pada suku Batak Toba," Jurnal llmiah Mahasiswa Pendidikan (JIMEDU), Vol. 1:4
(Desember 2021), hlm. 7.

!4 Hatari Marwina Siagian dkk., “Analisis Nilai Budaya Larangan Perkawinan Semarga
dalam Adat Batak Mandailing Di Kabupaten Asahan,” Jurnal Moral Kemasyarakatan, Vol. 7:1 ,
(Juni 2022), hlm. 77.

15 Sri Dinata Beru Ginting dkk., “Nilai dan Marga Larangan Marsiolian Sesama Marga
Parna Suku Batak,” Jurnal Busataka (JBT) Universitas Balikpapan, Vol. 4:1, (Juni 2021), hlm. 11.
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bahwa pelaksanaan sanksi yang diberikan kepada masyarakat batak angkola di
Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan tidak terlaksanan
sepenuhnya. Aturan dan sanksinya sudah jelas namun kesadaran masyarakat
mengenai hukum adat yang berlaku kurang.!®

Meninjau dari penelitian-penelitian di atas, penelitian yang penulis
bahas ini lebih kepada aspek perkawinan semarga yang muncul pada
masyarakat Batak Mandailing yang pada akhirnya hukum adat tersebut
dilanggar dan dilaksanakan mereka yang kemudian bermigrasi di daerah
Yogyakarta, sehingga perilaku Masyarakat Batak Mandailing yang tinggal di
Yogyakarta mengalami pergeseran norma dalam memaknai dan menyikapi
larangan perkawinan semarga. Dari beberapa referensi yang telah penulis kaji,
hingga saat ini belum ada yang memiliki kesamaan materi dengan penelitian-
penelitian sebelumnya. Namun, demikian berbagai penelitian yang telah
dilakukan oleh para peneliti tersebut akan dijadikan acuan oleh penulis dalam

penelitian ini.

E. Kerangka Teori

Masyarakat berkembang dengan lambat (berevolusi) dari tingkat-tingkat
yang rendah dan sederhana, ke tingkat-tingkat yang makin lama makin tinggi dan

kompleks. Proses evolusi seperti itu akan dialami oleh semua masyarakat manusia

16 Dini Suryani dkk., “Sanksi Adat Perkawinan Semarga Masyarakat Batak Angkola di
Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan,” Zaaken : Jurnal of Civil and Bussines
Law, Vol. 3:1 (Februari 2021), hlm. 21.
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di dunia, walaupun dengan kecepatan yang berbeda-beda, hal ini merupakan
pandangan Koentjaraningrat tentang konsep dasar mengenai proses evolusi sosial
universal. Oleh karena pada masa kini masih ada juga kelompok-kelompok manusia
yang hidupnya belum berubah sejak manusia itu ada, mereka masih berada pada
tingkat permulaan dari evolusi sosial. Ada kelompok masyarakat yang berada pada
pertengahan proses dan ada juga kelompok masyarakat berada pada tingkat evolusi
sosial yang tertinggi.!”

Perkembangan keluarga dalam kebudayaan manusia, pada awalnya hidup
berkawan dan berkelompok antara laki-laki dan perempuan kemudian bersetubuh
dan melahirkan tanpa adanya ikatan, namun kemudian berkembang dengan adanya
perkembangan zaman, teknologi, dan pendidikan memang belum ada masyarakat
yang disebut keluarga inti. Keadaan ini dianggap sebagai tingkat pertama di dalam
proses perkembangan masyarakat dan kebudayaan manusia. Lambat laun manusia
sadar akan hubungan antara ibu dengan anak sebagai suatu kelompok keluarga inti
di dalam masyarakat, anak-anak hanya mengenal ibu, tidak mengenal ayahnya.
Dalam kelompok keluarga inti yang baru ini ibulah yang menjadi kepala keluarga.
Perkawinan antara ibu dan anak laki-laki dihindari, sehingga muncul adat
perkawinan exogami. Tingkat kedua, kelompok keluarga tersebut mulai mengalami
perkembangan karena garis keturunan untuk selanjutnya selalu dilihat melalui

keturunan garis ibu, dengan demikian muncul keadaan masyarakat yang disebut

17 1da Ayu Wirasmini Sidemen, "Paradigma dalam Studi Kebudayaan," Jurnal Universitas
Udayana, Bandung : 2017, hlm. 3.
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matriarchaat. Kemudian pada tingkat ketiga ialah patriarchaat, para laki-laki tidak
puas dengan keadaan ini, mereka mulai memilih calon istri dari kelompok lain,
membawa istri mereka ke kelompok sendiri dan keturunan yang dilahirkan pun juga
tetap tinggal di dalam kelompok si laki-laki.'®

Dalam masyarakat suku Tionghoa di Cina mempunyai adat larangan
perkawinan, orang Tionghoa dilarang kawin dengan yang semarga.'® Begitu juga
dengan masyarakat Batak di Indonesia, Sumatera Utara. Masyarakat Batak dilarang
kawin dengan perempuan mempunyai marga yang sama misalnya, ada seorang laki-
laki bermarga Rangkuti, maka dilarang menikah dengan perempuan bermarga
Rangkuti. Namun, seiring perkembangan masyarakat dan kebudayaan manusia.
Sistem perkawinan exogami berubah menjadi eleuthrogami yang tidak mengenal
adanya larangan atau keharusan sebagaimana halnya dalam sistem perkawinan
exogami atau sistem perkawinan endogami. Perubahan tersebut disebabkan karena
perkembangan masyarakat dan kebudayaan manusia yakni: faktor cinta, agama,
perkembangan zaman, tingkat pendidikan, ekonomi dan budaya. Perkawinan dalam
batas-batas kelompok menyebabkan bahwa masyarakat sekarang hidupnya
berhubungan langsung dengan anggota keluarga ayah maupun ibu.?

Perkawinan adalah hal yang sangat penting dalam hidup seseorang karena

akan dikenang sepanjang hidup. Perkawinan menyatukan dua manusia menjadi satu

18 Ibid, hlm. 90.

19 Haryanto, “Perkawinan Semarga pada Sistem Kekerabatan Patrilineal Masyarakat Tiong
Hua Tio Ciu di Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak,” Tesis Program Pascasarjana
Universitas Diponegoro, Semarang (2012), hlm. 2.

20 Muslim Pohan, “Perkawinan Semarga dalam Masyarakat Batak Mandailing Migran di
Daerah Istimewa Yogyakarta,” hlm.136.
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keluarga yang akan menjalankan fungsinya dalam realitas sosial dan tatanan sosial
dalam masyarakat yang luas. Perkawinan juga menyatukan dua keluarga besar
dalam jalinan persaudaraan.

Menurut Koentjaraningrat, perkawinan dapat diperinci ke dalam pelamaran,
upacara pernikahan, perayaan, maskawin, harta pembawaan wanita, adat menetap
sesudah menikah, poligami, perceraian, dan lain sebagainya. semua hal tersebut
berada dalam usaha perincian untuk merinci kompleks budaya dan kompleks sosial
ke dalam tema budaya dan pola sosial.’! Perkawinan semarga adalah suatu
perkawinan seorang laki-laki dan perempuan yang mempunyai marga yang sama
(sumbang).”

Secara teoritik, setiap kebudayaan selalu bergerak menuju perubahan.
Perubahan tersebut terjadi karena beberapa faktor. Pertama, keinginan adaptasi
akibat sentuhan kebudayaan dan agama satu sama lain. Kedua, karena adanya
penemuan baru, yang akhirnya menciptakan ide-ide, kreativitas yang diintegrasikan
ke dalam kebudayaan, pemikiran dan ide yang dimiliki masyarakat tertentu.
Penemuan baru tersebut menyebar ke masyarakat lain melalui proses yang disebut
diffution. Perubahan itu berlangsung secara evolusi. Ketiga, karena akulturasi
kebudayaan. Akulturasi kebudayaan ini terjadi karena proses interaksi masing-

masing elemen budaya dengan persyaratan-persyaratan tertentu.?’

2 Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 168.

22 Sumbang adalah bahasa Batak dari Perkawinan Semarga, berarti perkawinan antara
marga Rangkuti dengan Rangkuti, marga Nasution dengan Nasution, marga Lubis dengan marga
Lubis, dan lain sebagainya.

2 Ibid, him. 240.
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Kehidupan masyarakat mengalami suatu perubahan seiring perkembangan
zaman dan ilmu pengetahuan. Melihat fenomena yang terjadi dalam perubahan
kehidupan masyarakat saat ini, maka teori yang akan digunakan oleh penulis yaitu
teori perubahan sosial dari Emile Durkheim seorang ahli sosiolog klasik. Penulis
menggunakan teori dari Emile Durkheim karena dalam sebagian besar karyanya
lebih menumbuhkan semangat untuk mengintegrasikan diri terhadap segi moralitas,
sebab Durkheim menganggap bahwa moralitas adalah suatu totalitas bagi
masyarakat.?*

Durkheim percaya bahwa suatu masyarakat dapat mengikuti perubahan
sosial yang terjadi dalam kehidupan, tetapi perlu melihat apakah perubahan sosial
tersebut melanggar moral masyarakat tersebut atau tidak. Karena bagi Durkheim,
moralitas selalu dikaitkan dengan masyarakat, dan karena masyarakatlah moralitas
itu menjadi mungkin. Kewibawaan kekuatan moral ini merupakan salah satu aspek
pengaruh moral yang ditanamkan masyarakat pada setiap anggotanya.?® Jadi
baginya manusia bermoral karena hidup dalam masyarakat, namun ia mengakui
bahwa efek perubahan sosial terkadang dapat melonggarkan nilai-nilai tradisional,
sehingga dalam pandangan Durkheim masyarakat modern diakui tidak pasti secara

moral.?¢

24 Emile Durkheim, Moral Education; A Study in the Theory and Application of the
Sociology of Education (New York: Free Press, 1973), him. 19.

25 Emile Durkheim, The Division of Labor In Society, terj. W.D.Halls (New York: Free
Press, 2014), hlm. 57.

26 George Ritzer dan Barry Smart, Handbook of Social Theory (London: Sage Publication,
2001), him. 1020.
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Dengan demikian teori Durkheim digunakan penulis untuk melihat sejauh
mana perubahan itu dapat memberi dampak positif bagi kelangsungan hidup
masyarakat di zaman modern ini, atau sebaliknya dari perubahan tersebut justru
memberi dampak negatif bagi kelangsungan hidup bermasyarakat. Tentunya setiap
masyarakat perlu berubah, karena perubahan suatu masyarakat menunjukkan
bahwa masyarakat tersebut telah berkembang, jika mencoba membandingkan
kehidupan masyarakat yang dulu dengan kehidupan masyarakat yang sekarang
ketika mengalami perkembangan.

Perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat tidak sedikit menampilkan
dampak negatif dari perubahan tersebut dan mempengaruhi moralitas dari
masyarakat tersebut. Oleh karena itu penulis akan menjelaskan konsep perubahan
sosial berdasarkan beberapa ahli, dan penulis juga akan memaparkan dampak
positif dan negatif dari perubahan sosial khususnya Pergeseran norma yang terjadi
dalam kehidupan Mayarakat Batak Mandailing yang melakukan perkawinan

semarga di Yogyakarta.

F. Metode Penelitian
Secara umum metode penelitian hukum dikalangan ahli hukum dibagi

menjadi dua, metode kualitatif yang tidak membutuhkan populasi dan sampel, dan
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metode kuantitatif yang membutuhkan populasi dan sampel, serta biasanya dalam

metode ini ditambahkan dengan statistik.?’

Adapun yang dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian
kualitatif karena yang diteliti merupakan adat atau norma-norma yang hidup
dimasyarakat, sesuai dengan penjelasan oleh Zainuddin Ali, bahwa penelitian
yuridis normative kualitatif, adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum
baik itu dalam perundang-undangan maupun yang berkembang di masyarakat.?®

1. Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penilitian ini adalah
metode penelitian lapangan (Field Reseach), yaitu peneliti menacari data secara
langsung dalam masyarakat suku Batak Mandailing yang tinggal di Yogyakarta
tentang aturan adat larangan perkawinan semarga dan bagaimana aturan itu
diterapkan di kota Yogyakarta. Kemudian nantinya data yang diperoleh
merupakan data alamiah seperti apa adanya yang kemudian didukung oleh
bahan-bahan kepustakaan.

Adapun dalam penelitian ini yang digunakan sebagai sumber penilitian ada
dua macam, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

27 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Cet. 1I, (Jakarta: SInar Grafika, 2010), hlm.
105.
28 Ibid.
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Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik
melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen
tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.? Adapun yang menjadi
data primer dalam penelitian ini adalah wawancara, yaitu proses untuk
memperoleh keterangan terkait tujuan penelitian dengan metode tanya
jawab, bertatap muka antara pewawancara dengan responden dengan alat
yang dinamakan interview guide (panduan wawancara).’® Adapun yang
menjadi subjek dalam penelitian ini adalah pihak yang diwawancarai.
Dalam hal ini adalah sebuah komunitas dari tokoh masyarakat, tokoh
agama, dan masyarakat suku Batak Mandailing sebagai pasangan
perkawinan semarga yang bermigrasi di Yogyakarta.

Pengumpulan data dilakukan dengan melibatkan berbagai stakeholder
dalam tema penelitian ini, antara lain ; 2 orang dari perwakilan masyarakat
adat Batak Mandailing yang tinggal menetap di Yogyakarta, 2 orang dari
perwakilan masyarakat adat Batak Mandailing yang tinggal di Kabupaten
Mandailing Natal, 2 orang dari perwakilan tokoh agama suku Batak
Mandailing yang tinggal di Yogyakarta, 2 orang dari perwakilan
Masyarakat Komunitas Mahasiswa / Pelajar Suku Batak Mandailing yang
berada di Yogyakarta, 2 orang perwakilan Masyarakat Komunitas Suku

Batak Mandailing di kalangan Orang Tua yang berada di Yogyakarta, dan 2

2 Ibid., hlm. 106.
30 Moh. Nasir, Metode Penelitian, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2019) hlm. 193-194.
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Pasangan keluarga Batak Mandailing yang melakukan pernikahan semarga
dan menetap di Yogyakarta.

Sebagaimana ketentuan kode etik penelitian, untuk menjaga
kerahasiaan data pribadi informan, maka data diri dan identitas lain
informan dirahasiakan. Salah satu contohnya yakni dalam penyebutan

namanya dengan menggunakan inisial ataupun nama samaran.

Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur,
yaitu pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam wawancara berpusat pada
suatu tema besar, sehingga pertanyaan-pertnyaan yang diajukan bersifat
fleksibel sesuai dengan kondisi di lapangan. Peneliti menggunakan jenis
wawancara semi-struktur dikarenakan kasus yang diteliti merupakan kasus
adat. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa pergesaran adat bisa terjadi
sesuai dengan perubahan sosial yag terjadi pada masyarakat, sehingga
menurut peneliti  jenis wawancara yang digunakan haruslah bersifat
fleksibel, namun tetap terfokus pada tema yang diteliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh oleh suatu organisasi atau
perorangan yang berasal dari pihak lain yang pernah mengumpulkan dan

mengolahnya sebelumnya.’! Adapun yang digunakan sebagai data sekundar

31 Muslan Abdurrahman, Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum, Cet. 1, (Malang: UMM
Press, 2009), him. 112.



21

dalam penelitian ini adalah laporan hasil penelitian terkait praktek
pernikahan semarga yang telah terjadi sebelumnya. Peneliti mengambil data
jumlah penduduk migran yang bersuku Batak Mandailing melalui kantor
Pencatatan Sipil wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada 10 tahun
terakhir terhitung sejak tahun 2002 hingga 2022.

2. Analisis data

Analisis data yang digunakan dalam penilitian ini adalah empiris-sosiologis
yaitu menjelaskan fenomena dan menemukan faktor-faktor penyebab
perubahan sosial. Pada penelitian ini penulis mengkaji nilai-nilai yang
mendasari atau yang mempengaruhi perilaku sosial kebudayaan manusia, serta
berusaha melihat apa yang terjadi di lapangan. Fokus perhatian pendekatan
sosiologis berpusat pada kebudayaan yang dihasilkan oleh prilaku sosial
masyarakat Batak Mandailing migran di Yogyakarta.

Analisis data yang penulis lakukan untuk menganalisa penelitian tersebut
adalah mereduksi data dengan memilih hal pokok dan memfokuskan pada hal
penting dengan rumusan penelitian. Dengan demikian data yang direduksi akan
memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti dalam melakukan
pengumpulan data selanjutnya. Kemudian penyajian data yang dilakukan dalam
bentuk uraian singkat yang menjelaskan hubungan antar kategori. Karena
fenomena sosial sangatlah kompleks dan dinamis, maka data yang ditemukan

dilapangan setelah berlangsung akan mengalami perkembangan. Dengan
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demikian penulis harus selalu menguji rumusan dengan apa yang ditemukan di
lapangan.

Setelah penyajian data, maka penulis melakukan dalam bentuk laporan atas
hasil yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut, yaitu menguraikan apa yang
telah terjadi di lapangan tanpa menambah dan mengurangi sedikitpun data yang

telah diperoleh oleh penulis dalam bentuk tulisan.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penulisan tesis oleh penulis terdiri dari lima (5) bab,
untuk mempermudah dalam pembahasannya, masing-masing bab akan ada sub
babnya sendiri, sehingga pembahasan dapat lebih terperinci dan mendalam. Berikut
merupakan rinciannya :
Bab pertama adalah Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, identifikasi
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, review terdahulu, kerangka teori,
metode penelitian dan sistematika penulisan penelitian.
Bab kedua membahas tentang larangan perkawinan semarga dalam hukum adat
batak mandailig dan dalam Hukum Islam, perkawinan semarga masyarakat batak

Mandailing di Yogykarta dan analisis ‘Urfterhadap larangan perkawinan semarga.

Bab ketiga berisi tentang pergeseran norma praktek larangan pernikahan semarga
adat dalam masyarakat Batak Mandailing di Yogyakarta, gambaran umum

masyarakat Batak Mandailing di Yogyakarta, praktik perkawinan semarga, faktor
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yang melatarbelakangi terjadinya, dan pergeseran Persepsi masyarakat Batak
Mandailing di Yogyakarta Terhadap Larangan Perkawinan Semarga.

Bab keempat memaparkan analisis hukum adat terhadap pergeseran norma larangan
pernikahan semarga dalam masyarakat Batak Mandailing yang bermigrasi di
Yogyakarta menurut pandangan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pasangan
perkawinan semarga Batak Mandailing yang tinggal di Yogyakarta.

Bab kelima ini merupakan penutup dari semua pembahasan penulisan penelitian

yang berisi kesimpulan dan saran-saran.
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BABV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1.

Masyarakat adat Batak Mandailing di Yogyakarta mengalami pergeseran
dalam menanggapi larangan pernikahan semarga. Proses pergeseran
persepsi ini jika ditilik dari penerapan awalnya wajib untuk dipatuhi dan
akan diberikan sanksi yang keras oleh tetua adat serta lingkungan
masyarakatnya apabila melanggarnya, hukuman yang diterima yaitu diusir
dari kampung halamannya, tidak boleh menggunakan identitas marganya
lagi, harus mengorbankan kepala sapi dan sanksi lainnya. Seiring
berkembangnya zaman dan ilmu pengetahuan, sanksi yang diterima oleh
pasangan semarga mengalami pergeseran menjadi lebih longgar dengan
menerima sanksi sosial berupa nasehat dari tetua adat dan sanak keluarga
serta selalu menjadi bahan perbincangan ketika ada acara adat.

Menurut hukum Islam adat kawin semarga yang dilarang oleh suku Batak
Mandailing tidak sejalan dengan ajaran Islam, karena bagi suku Batak
Mandailing tidak dapat menikah dengan saudara semarga karena semarga
diartikan sebagai saudara sekandung dan dapat merusak silsilah
(pertuturon). Sementara sekandung dalam hukum Islam adalah mereka
yang memiliki hubungan sedarah satu ayah. Sehingga perspektif sekandung
yang berbeda antara hukum adat dan hukum Islam menjadi perbedaan

dalam menghukumi aturan larangan perkawinan semarga dalam adat Batak
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Mandailing karena dalam Islam boleh menikah dengan perempuan yang
semarga, selama tidak ada hubungan mahram. Oleh karena itu, dapat
disimpulkan bahwa larangan perkawinan semarga di kalangan masyarakat
adat Batak Mandailing yang telah bermigrasi di wilayah Yogyakarta adalah
diperbolehkan karena larangan tersebut tidak termasuk dalam unsur darah

yang dilarang dalam hukum Islam.

B. Saran

Kajian penelitian ini masih banyak sekali kekurangannya, dari hasil penelitian

yang penulis lakukan, maka ada saran yang dapat penulis berikan untuk kebaikan

kedepannya bagi pihak-pihak yang terkait maupun untuk penelitian-penelitian

selanjutnya yang berhubungan dengan perkawinan semarga terkhususnya;

1.

Larangan perkawinan antar suku dalam adat Batak Mandailing adalah
masalah hukum adat, yang disusun dengan cermat untuk menunjukkan
bahwa norma telah bergeser ke arah aturan tersebut, di mana aturan yang
sebelumnya dilarang keras menjadi lebih ringan dengan perubahan waktu,
ilmu pengetahuan maupun lingkungannya.

Hukum Islam memang melarang perkawinan dengan saudara kandung,
tetapi tidak melarang perkawinan dengan saudara semarga yang sudah tidak
ada hubungan darah. Karena itulah hukum Islam dan hukum adat berbeda

dalam melarang perkawinan.
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3. Masyarakat adat Batak Mandailing yang terkenal suka merantau menjadi
salah satu alasan bagi pasangan pernikahan semarga untuk menjalani
kehidupan lebih tenang dari gunjingan kerabat sendiri serta masyarakat adat
lain disekitar tempat tinggalnya. Faktor ini menjadi salah satu penyebab
terjadinya pergeseran dalam menanggapi aturan larangan perkawinan
semarga.

4. Orang tua harapannya dapat menurunkan ajaran dan nilai-nilai adatnya
kepada keturunannya agar tidak luntur dan keluar dari norma-norma adat
yang semestinya, kemudian para generasi muda selalu belajar dan

melestarikan budaya yang telah diwariskan oleh para leluhur.

Pelarangan perkawinan semarga memiliki kesamaan tujuan yaitu tidak boleh
menikah dengan satu nasab, dalam hukum adat batak mandailing yang menganggap
semarga merupakan satu darah sehingga melarangnya, sedangkan menurut hukum
Islam satu nasab ialah mahram. Dalam penelitian ini tentu saja masih banyak
kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu, penelitian ini diharapkan
dapat dikembangkan menjadi bahan penelitian dari berbagai sudut pandang dan

pendekatan.
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